Mengingat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada
umpun  ilmu  agama, wajib  memperoleh  izip
Penyelengparaan program studi dari Menteri Agama;
bahwa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjayg
Cirebon telah memenuhi syarat untuk
menyelenggaralkan Program Studi Sejarah Peradaban
Islam untuk Program Magister berdasarkan Surat
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor
1262/BAN-PT/LL/2022 tanggal 12 September 2022
tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk
Pembukaan Program Studi Baruy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang lzin
Penyelenggaraan Program Studi Sejarah Peradaban
Islam untuk Program Magister pada Institut Agama
Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 l.\Iomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 6362);
geraturan P;esiden Nomor 83 Tahun 2015 tentaﬁlg(
Kementerian Agama (Lembaran Negara Repub

. 8;
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168) 79 Tahun 2022

Menteri Agama Nomor :
Peraturan i ja Kementerian Agama
isasi dan Tata Kerja

tentang Organ : ia Tahun 2022 Nomor
(Berita Negara Republik Indonesia

Ig;(zsz,;ltusan Menteri Agama 394_ 'I‘al}:n a?r?gs tentang
P goman Pendirian Perguruan ngg13 8g7 Ta’hun 2004
Kc utusan Menteri Agama Nomor 0" oo
teixptang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan

inggi Islam;
Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan I8



Keagamaan;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan KEPUTUSAN MENTER] AGAMA

INSTITUT AGAMA |
CIREBON. SLAM  NEGERI

Perads rikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Sejarah

ban Islam untuk Pro i
. gram Magister pada Insti
Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. e

KEDUA : Iz.m Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk
pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk
pelaksanaan perkuliahan nonreguler (extention).

KETIGA ¢ Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi
wajib melakukan:

a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi;

b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk
program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi, dan

c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

EEMPAT : Pengelola Program Studi dilarang:
. a. dalam waktu 3 (tiga) tahun membuka program

konversi; )
b. memperpendek masa penyelenggaraan program sf:uch,
melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh);
dan ' '
d. menerima rombongan belajar yang berpotensi

penyelenggaraan kelas di luar kampus.

C.
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